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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja 

(RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  (KESBANGPOL) Kota Prabumulih 

Tahun 2025 dapat diselesaikan. 

 Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangat 

Daerah untuk 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Penyusunan Rencana Kerja KESBANGPOL Kota Prabumulih Tahun 2025 

ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah serta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2025. Oleh 

karena itu, penyusunan Rencana Kerja KESBANGPOL Tahun 2025 ini 

dilaksanakan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting 

KESBANGPOL Kota Prabumulih, evaluasi pelaksanaan Renja KESBANGPOL 

Kota Prabumulih tahun 2025 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra 

Kota Prabumulih Tahun 2024 – 2026. 

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam pelaksanaan   kegiatan prioritas Tahun 2025 sehingga sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi. 

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Dokumen 

RENJA KESBANGPOL   Kota Prabumulih tahun 2025 

 Prabumulih,                                2025 
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
 Kota Prabumulih 

 
 
 
 
 

 Ahmad Daswan, S.Sos, M.M 
 Pembina Tk.I – IV/b 
 NIP. 19680201 200604 1 008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan 

amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara 

penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Selanjutnya RenjaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik  (KESBANGPOL) Kota 

Prabumulih Tahun 2024 ini memuat program dan kegiatan untuk tahun 2024, 

lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif. 

Penyusunan Renja KESBANGPOL Kota Prabumulih mengacu pada 

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis 

(Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode 

sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang 

berasal dari masyarakat.Renja KESBANGPOL Kota Prabumulih tahun 2025 

merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat 

dalam RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025, yang selanjutnya Renja 

KESBANGPOL ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan 

R.APBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) KESBANGPOL 

Tahun 2025. 

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 
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a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja OPD 

Anggota Tim Penyusunan Renja OPD merupakan pejabat dan staf OPD yang 

benar-benar sipa dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk 

bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. 

b. Orientasi mengenai Renja OPD 

Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis 

penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen 

perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait 

dengan perencanaan dan penganggaran daerah. 

c. Penyusunan Agenda Kerja 

Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan 

dokumen Renja OPD sampai dengan penetapan dan pengarsipan dokumen 

Renja. Agenda kerja ini dapat dibuat dalam bentuk bagan alir. 

d. Pengumpulan Data dan Informasi 

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja 

OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan 

analisis; 

2) Mengumpulkan data atau informasi dari sumber-sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan 

kebutuhan analisis. 

Berikut adalah bagan alir agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) KESBANGPOL Kota Prabumulih Tahun 2025. 
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                   Bagan Alir Agenda Kerja Penyusunan Renja KESBANGPOL Kota Prabumulih 
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Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  

(KESBANGPOL) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 

Berikut adalah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berupa alur 

keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( 

Kesbangpol ) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 

dan Rencana Kerja (Renja) KESBANGPOL. Keterkaitan dengan Renstra Perangkat 

Daerah, Rancangan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah 

yang telah disusun untuk periode 5 (tahun). Penyusunan Renja harus melihat 

langkah-langkah strategis apa yang diperlukan agar tujuan tercapai dalam periode 1 

(satu) tahun.   

Bagan Alir Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah 
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KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RENJA OPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan  hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik  adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Prabumulih; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-

undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah.  
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan  Rencana Pembangunan Nasional; 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat  Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah  sebagaimana  telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 

13 tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Prabumulih Tahun 2005-2025; 

15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 81Tahun 20166tentang  

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

Prabumulih; 

16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih. 
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17. Surat Walikota Prabumulih Nomor : 050 / 031 /Bappeda/2022 pada  

tanggal  19 Januari 2022 tentang Penyusunan Rencana Awal Renja OPD 

Tahun 2024. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renja Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik  Kota Prabumulih adalah untuk menentukan arah kebijakan, 

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman 

modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu. 

Tujuan penyusunan RENJA adalah: 

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025; 

2. Sebagai media untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam 

mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja; 

3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan (planning) dan 

penganggaran (budgeting); 

4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA KESBANGPOL Kota Prabumulih 

Tahun 2025. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kota Prabumulih Tahun 

2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum 

penyusunan Renja seperti: latar belakang (yang berisi 

pengertian, proses penyusunan dan keterkaitan dengan 

dokumen perencanaan lainnya);landasan hukum 

(berisikan undang-undang, peraturan pemerintah,  

peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menjadi 

pedoman/acuan dalam penyusunan perencanaan);maksud 

dan tujuan(berisi maksud dan tujuan dari penyusunan 

Renja) dan sistematika  penulisanyang menguraikan 

pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD. 
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BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD 

  Pada bagian ini menjelaskan mengenai Evaluasi 

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan 

Capaian Rensta, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu 

penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD, dan 

penelaahan usulan program kegiatan masyarakat. 

 

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

  Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan 

provinsi, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program 

dan Kegiatan. 

 

BAB IV     : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

  Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 

indikatif. 

   

BAB V    : PENUTUP 

  Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang 

perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka 

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan 

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah 

pelaksanaan serta rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  (KESBANGPOL) 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja KESBANGPOL dan Capaian Renstra 

KESBANGPOL 

Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 

2025 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja KESBANGPOL dan 

pencapaian Renstra KESBANGPOL Kota Prabumulih Tahun 2024 – 2026. 

Evaluasi Renja tahun 2023 dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan 

kegiatan KESBANGPOL Kota Prabumulih dimaksud dapat dilihat berdasarkan 

Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan KESBANGPOL Kota Prabumulih. 

Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  (KESBANGPOL) 

Kota Prabumulih  berdasarkan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran Organisasi 

Perangkat Daerah(DPA-OPD) T.A 2023 ditetapkan sebesar Rp.7.903.491.839,- 

yang terdiri dari belanja pegawai Rp.2,793.968.790,-  belanja Barang dan Jasa 

Rp. 684.862.900,- dan belanja langsung sebesar Rp.5.093.144.818,- Dalam 

pelaksanaannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat 

Daerah (DPA-OPD) T.A 2022  mengalami perubahan anggaran pada OPD 

KESBANGPOL (DPA.P-OPD) sehingga menjadi Rp 6.496.283.608,- (Enam 

Milyar Empat ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga 

ribu enam ratus delapan rupiah) dengan rincian: Belanja Tidak Langsung Rp. 

2.793.468.790,- dan Belanja Langsung Rp 3.702.314.818,- 

 Total nilai realisasi belanja langsung KESBANGPOL Kota Prabumulih 

Tahun 2022 sebesar Rp. 2.499.458.517,- (Dua milyar empat ratus Sembilan 

puluh senbilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh 

belas rupiah)  atau 84,5% dari total alokasi dana sebesar Rp. 2.793.468.790,- 

(Dua  milyar  tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus enam 

puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah). Untuk  lokasi dana 

Belanja Langsung Tahun 2022  yaitu sebesar Rp 3.702.314.818,- (Tiga milyar 

tujuh ratus dua juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus delapan belas 

rupiah) dengan total realisasi Rp. 3.490.132.576,- (Tiga Milyar empat Ratus 
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Sembilan puluh juta seartus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh 

enam rupiah ) atau sebesar  94,26  % dari alokasi dana Belanja Langsung 

Tahun 2023. 

Hasil kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023 telah 

memenuhi target, meskipun terdapat tujuh program/kegiatan yang 

pencapaiannya belum sesuai target 100 %.Pada Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran  terdapat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi 

,Sumber Daya Air dan Listrik dimana persentase realisasinya sudah mencapai 95 

%. Hal ini dikarenakan pengeluaran belanja sesuai dengan kebutuhan yang 

dibayarkan ke pada pihak ketiga .Sedangkan untuk kegiatan Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN  hanya 86  % sesuai dengan kebutuhan . Dan lima kegiatan 

lainnya rata-rata sudah mencapi 90 % keatas  dikarenakan ada item yang rincian 

biaya yang tidak dihabiskan dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. 

Dari 6 ( enam ) program dan 34 (empat puluh empat) kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahun 2021 ada 7 (tujuh ) kegiatan yang pencapaian 

realisasinya tidak sesuai dengan target karena alasan tersebut diatas. Kondisi ini 

akan mengurangi capaian target Renstra. Dan untuk mengatasi hal tersebut, 

maka akan dilakukan upaya untuk penambahan target kinerja pada tahun yang 

akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.  

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil 

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah: 

1. Lebih teliti dan mencari informasi yang lebih detail dalam hal pelaksanaan 

perencanaan suatu kegiatan kegiatan; 

2. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya dengan 

acuan serapan tahun sebelumnya.
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Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung  Tahun 2023 

No. 
Perangkat 

Daerah 
Jumlah Program/Kegiatan 

Penyediaan 
Dana (Rp) 

Realisasi 

Keuanga
n (%) 

Keuangan 
(Rp) 

Fisik (%) 

1 KESBANGPOL Administrasi umum perangkat daerah 
perencanaan,penganggaran,dan evaluasi 
kinerja perangkat 

        

    1. Penyusunan dokumen perencanaan 
dan perangkat daerah 

5.690.000,- 100 5.690.000,- 100 

    2. Koordinasi dan penyusunan dokumen 
RKA SKPD 

2.950.000,-  100 2.950.000,-  100 

    3. Koordinasi dan penyusunan dokumen 
perubahan RKA SKPD        3.330.000,-  100 

       

3.330.000,-  

100 

    4. Penyusunan laporan capaian kinerja 
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

3.869.000,-  100 3.869.000,-  100 
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  5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     

2 KESBANGPOL Administrasi keuangan perangkat daerah         

   5. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 
2.749.132.018,- 

100 2.220.125.494,

- 
80 

    6. Pelaksanaan penatausahaan dan 
pengujian /Verifikasi keuangan SKPD 

22.200.000,- 100 20.350.00,- 100 

    7. Penyusunan pelaporan keuangan 
semester 

2.135.000,- 100 - 0 

  8. Penyusunan pelaporan keuangan akhir 
tahun 

2.995.000,- 100 2.995.000,- 100 

3 KESBANGPOL Administrasi barang milik daerah pada 
perangkat daerah 

    

    9 Penatausahaan barang milik daerah 
pada SKPD 

24.000,000,- 100 18.400.00,- 77 

4 KESBANGPOL Administrasi kepegawaian perangkat 
daerah 
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    10 Pengadaan pakaian khusus hari-hari 
tertentu 

20.880,000,- 100 20.880,000,- 100 

 

5 

 

KESBANGPOL 

 

Administrasi umum perangkat daerah 

        

    11 Penyediaan bahan / material  20.001.000,- 100 18.891.000,- 94 

    12 Penyediaan barang cetak dan 
penggandaan 

9.857.650,- 100 9.000.500,- 91 

    13 Penyediaan komponen instalasi listrik / 
penerangan bangunan kantor 

3.001.000,-          100 3.001.000,-          100 

    14 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.358.000,- 100 4.358.000,- 100 

    15 Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan dan perundang-undangan 
3.500.000,- 

 

100 

3.210.000,- 

 

92 

  16 Penyediaan bahan logistik kantor 12.6000.000,- 100 11.550.000,- 92 
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    17 Fasilitas kunjungan tamu 3.252.000,-              100 2.852.000,- 88 

  18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

keluar daerah dan dalam daerah 
472.055.000,- 

 

100 

336.001.118,- 

 

71 

6 KESBANGPOL Pengadaan barang milik daerah penunjang 
urusan pemerintah daerah 

    

    19 Pengadaan sarana dan prasarana 

pendukung gedung kantor atau 

bangunan lainya 

15.015.000,- 100 15.015.000,- 100 

7 KESBANGPOL Penyediaan jasa penunjang urusan 
pemerintahan daerah 

    

  20 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,- 100 3.000.000,- 92 

  21 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 
38.889.000,- 

 

100 

33.976.342,- 

 

88 
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  22 Penyediaan jasa peralatan  dan 

perlengakpan kantor 
4.358.000,- 100 4.670.000,- 

 

88 

8 KESBANGPOL Pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan daerah 
 

 
 

 

  

23 

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan, pajak dan perizinan 

kendaraan dinas / operasional 

110.946.000 100 56.198.100 51 

  
24 

Pemeliharaan rutin / berkala gedung 

kantor 
10.071.600,- 

100 
10.071.600,- 

100 

9 KESBANGPOL Program peningkatan kewaspadaan 

nasional dan peningkatan kualitas dan 

fasilitasi penanganan konflik sosial 

 

 

 

 

  

25. 

Pelaksanaan koordinasi dibidang  

kewaspadaan dini,kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja 

7.945.000,- 100 7.345.000,-,- 92 
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asing dan lembaga asing kewaspadaan 

perbatasan antar negara, fasilitasi 

kelembagaan dibidang kewaspadaan 

serta penangan konflik di daerah 

  

26. 

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan dibidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang 

asing, tenaga kerja asing dan lembaga 

asing kewaspadaan perbatasan antar 

negara, fasilitasi kelembagaan dibidang 

kewaspadaan serta penanganan konflik 

di darerah 

2.055.000,- 100 1605.000,- 78 

10 KESBANGPOL  Program Penguatan ideologi pancasila dan 

karakter kebangsaan 
 

 
 

 

  

27. 

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan dibidang ideologi wawasan 

kebangsaan, bela negara,karakter 

bangsa, pembauran kebangsaan, 

bhineka tunggal ika dan sejarah 

10.000.000,- 100 10.000.000,- 100 
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kebangsaan 

11 Kesbangpol Program pembinaan dan pengembangan 

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 
 

 
 

 

  

28. 

Pelaksanaan koordinasi dibidang 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan 

fasilitas pencegahan penyalagunaan 

narkoba, vasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan 

di daerah 

2.196.000,- 100 2.196.000,- 100 

12 Kesbangpol Program pemberdayaan dan pengawasan 

organisasi kemasyarakatan 
 

 
 

 

  

29. 

Pelaksanaan kebijakan dibidang 

pendaftaran ormas, pemberdayaan 

ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 

ormas, pengawasan ormas dan ormas 

1.575.150.000,- 100 1.574.240.000,
- 

99 
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asing di dareah 

  

30. 

Pelaksanaan monitoring evaluasi dan 

pelaporan dibidang pendaftaran ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 

pengawasan ormas dan ormas asing 

didaerah 

2.344.000,- 100 2.344.000,- 100 

13 Kesbangpol Program peningkatan partai politik dan 

lembaga pendidikan politik dan 

pengembangan dan etika serta budaya 

politik 

 

 

 

 

  

31. 

Penyusunan Program Kerja di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika , Budaya, 

Politik, Peringkatan Demokrasi etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan pemerintah, 

perwakilan dan partai politik pemilihan 

umum kepala darerah serta 

pemantauan situasi politik di daerah. 

2.774.000,- 100 2.774.000,- 100 
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32. 

Pelaksanaan kebijakan bidang 

Pendidikan politik,etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitas 

kelembagaan pemerintah, perwakilan 

dan partai politik pemilihan umum 

kepala daerah serta pamantauan situasi 

politik di daerah 

4.931.000,- 100 4.931.000,- 100 

  

33. 

Pelaksanaan koordinasi dibidang 

pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan 

dan partai politik pemilihan umum 

kepala daerah serta pemantauan situasi 

politik di daerah 

1.338.701.918.- 100 938.701.918,- 

 

70 

  

34. 

Pelaksanaaan monitoring,evaluasi dan 

pealporan dibidang politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan 

dan partai politik pemilihan umum 

2.542.000,- 99 2.542.000,- 100 
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kepala daerah serta pemantauan situasi 

politik di daerah 

JUMLAH 6.496.283.608 99,02 5.356.813.722 82,46 
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Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Renja KESBANGPOL Kota Prabumulih Tahun 2025 dan Realisasi Renstra 

No. 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcomes)/Kegiatan 
(Output) 

Satuan 

Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 
2024-2026 

Target 
Akhir 

Renstra 
(2023) 

Tahun 2024 
Tahun 
2025 

Target Realisasi Capaian (%) Target 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 

  Urusan Wajib Bukan 
Pelayanan Dasar 

              

  Bidang Urusan                

(1) Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran  

Meningkatkan 
Kapabilitas Kelembagaan 
dan Ketatalaksanaan 
KESBANGPOL 
(Persentase Layanan 
Administrasi/Operasional 
Kantor) 
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1 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jasa Surat Menyurat 
(Materai dan Benda Pos 
Lainnya) 

Lembar 6250 300 300 100 300 

2 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Telepon/ Internet  dan 
Listrik 

Rekening 10 2 2 100 2 

3 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Unit 38 7 7 100 7 

4 Penyediaan Jasa 
Administrasi Keuangan 

Pengelolaan Administrasi 
Keuangan KESBANGPOL 

orang 66 12 12 100 14 

5 Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

Alat Tulis Kantor untuk 
Mendukung Tugas-tugas 

Jenis 125 21 21 100 21 

6 Penyediaan Cetakan dan 
Penggandaan 

Blanko Perizinan, Box 
Arsip 

exsemplar 
/ lembar 

 60/8496 12/1296 12/1296 100 12/1500 

7 Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jenis 39 6 6 100 6 
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8 Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Peralatan kebersihan Jenis 145 29 29 100 29 

9 Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan 

Surat Kabar dan Majalah Jenis 9540 1908 1908 100 1908 

10 Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

Makanan dan Minuman 
Rapat dan Tamu 

Kali 60 12 12 100 12 

11 Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Ke Luar Daerah 

Koordinasi dan Konsultasi 
Ke Luar Daerah 

Kali 60 12 12 100 12 

12 Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Ke Dalam 
Daerah 

Koordinasi dan Konsultasi 
Ke Dalam Daerah 

Kali 60 12 12 100 12 

(2) Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Meningkatkan 
Kapabilitas Kelembagaan 
dan Ketatalaksanaan 
KESBANGPOL    
(Persentase Sarana dan 
Prasarana yang 
Memadai) 

            

1 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Gedung 

Pemeliharaan rutin gedung 
kantor 

kali 5 1 1 100 1 
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kantor 

2 Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Peralatan 
Gedung Kantor 

Perawatan gedung kantor kali 60 12 12 100 12 

3 Pengadaan peralatan dan 
perlengkapan gedung 
kantor 

Pengadaan Kursi, CCTV Jenis 15 6 6 100 3 

 

 

No. 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcomes)/Kegiatan 
(Output) 

Satuan 

Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 
2024 

Target Akhir 
Renstra (2023) 

Tahun 2024 Tahun 
2025 

Target 
Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

(3) Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Meningkatkan 
Kapabilitas Kelembagaan 
dan Ketatalaksanaan 
KESBANGPOL    
(Persentase 
Meningkatnya Kinerja 
dan Disiplin Aparatur) 
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1 Pengadaan Pakaian 
Khusus Hari-hari Tertentu 

Terpenuhinya Kebutuhan 
Pakaian Olahraga 

Setel 240 42 42 100 50 

(4) Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Meningkatkan 
Kapabilitas Kelembagaan 
dan Ketatalaksanaan 
KESBANGPOL    
(Persentase Peningkatan 
Kapasitas sumber daya 
aparatur) 

            

1 Pembinaan ASN Terlaksananya 
pendidikkan dan pelatihan 
formal 

orang 20 0 0 0 0 

(5) Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Meningkatkan 
Kapabilitas Kelembagaan 
dan Ketatalaksanaan 
KESBANGPOL    
(Persentase Laporan 
Keuangan dan Kinerja 
SKPD yang disampaikan 
Tepat Waktu dan Sesuai 
Regulasi) 

            

1 Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Tersusunnya LAKIP 
KESBANGPOL 

Dokumen 10 2 2 100 2 
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2 Penyusunan Pelaporan 
Keuangan Semesteran 

Tersusunnya Laporan 
Keuangan Semester yang 
Tepat 

Dokumen 5 1 1 100 1 

3 Penyusunan Pelaporan 
Keuangan Akhir Tahun 

Tersusunnya Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
yang tepat 

Dokumen 5 1 1 100 1 

4 Penyusunan Dokumen 
Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) SKPD 

Terlaksananya 
Penyusunan RKA 

Dokumen 5 1 1 100 1 

5 Penyusunan Rencana 

Kerja (Renja) SKPD 

Tersusunnya  Rencana 

Kerja (Renja) SKPD 

Dokumen 5 1 1 100 1 

6 Penyusunan Rencana 

Kerja ( Renja ) Perubahan 

Tersusunnya Rencana 

Kerja ( Renja ) Perubahan 

Dokumen 5 1 1 100 1 

7 
Penyusunan Dokumen 
Rencana Kerja Anggaran 
Perubahan (RKA-P) SKPD 

Tersusunnya unan 
Dokumen Rencana Kerja 
Anggaran Perubahan 
(RKA-P) SKPD 

Dokumen 5 1 1 100 1 

8 Penyusunan Perjanjian 
Kinerja 

Tersusunnya  Perjanjian 
Kinerja 

Dokumen 5 1 1 100 1 
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(6) Program Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 

Meningkatkan 
Kapabilitas Kelembagaan 
dan Ketatalaksanaan 
KESBANGPOL    
(Persentase Jumlah 
Promosi/Kerjasama 
Investasi yang diikuti) 

            

1 Tim Kewaspadaan Dini Data konflik sosial kali 20 4 4 100 4 

2 Koordinasi Terpadu 

Penanganan Gangguan 

Keamanan 

Data dan informasi 
rencana aksi 

laporan 60 12 12 100 12 

3 

 

 

 

Tim Satuan Anti Narkoba 

dan Penyakit Masyarakat 

Data dan informasi laporan 5 1 1 100 1 

(7) Program Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

Meningkatkan  wawasan 
kebangsaan masyarakat 
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1 Fasilitasi pusat pendidikan 

wawasan kebangsaan 

(PPWK) Kota Prabumulih 

Data kegiatan PPWK kali 20 4 4 100 4 

2 Peningkatan kesadaran 

masyarakat akan nilai-nilai 

luhur budaya bangsa 

Partisipasi dalam HUT 
Kota dan Hut RI 

kali 10 2 2 100 2 

(8) Program Kemitraan 
Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

Terciptanya jalinan 
kemitraan dalam 
pengembangan wawasan 
kebangsaan 

            

1 Fasilitasi Pencapaian 

Kapasitas dan 

Kelembagaan Forum 

Kerukunan Antar Umat 

Beragama (FKUB) kota 

Prabumulih 

Terlaksananya rapat kerja 
antar pemeluk agama dan 
dialog bersama FKUB 

orang 90 18 18 100 18 

2 Forum Pembauran 

Kebangsaan ( FPK ) 

Terbinanya masyarakat 
dalam penerapan 4 pilar 
Kebangsaan 
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(9) Program Pemberdayaan 

Masyarakat Untuk 

Menjaga Ketertiban dan 

Keamanan 

Tingkat ketertiban dan 
keamanan masyarakat 

            

1 Verifikasi Administrasi 

Organisasi Masyarakat, 

Lembaga Sosial 

Masyarakat dan Lembaga 

Nirlaba Lainnya 

Terlaksananya rapat kerja 
ormas 

kali  20 4 4 100 4 

2 Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan 

Monev penyusunan kinerja 
ormas 

Dokumen 5 1 1 100 1 

3 Kajian Teknis Izin 

Penelitian 

 

Surat Rekomendasi 
Penelitian 

surat 200 40 80 200 40 

4 Pelatihan pembinaan Jumlah anggota PKBN orang  100 20 20 100 20 
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kedasaran bela negara 

(10)  Program Pendidikan 

Politik Masyarakat 

Meningkatnya angka 
partisipasi masyarakat 
dalam Pemilu 

            

1 Penyuluhan Politik Kepada 

Masyarakat 

Terlaksananya pembinaan 
/ penyuluhan etika dan 
budaya politik 

orang 250 20 20 100 50 

2 Penyusunan Data Base 

Partai Politik 

Tersusunnya data dan 
informasi partai politik 

Dokumen 5 1 1 100 1 

3 
Tim Verifikasi Bantuan 

Keuangan Partai Politik 

Terlaksananya laporan 
jumlah parpol yang 
mendapatkan bantuan 
keuangan dan peningkatan 
kapsitas 

Dokumen 5 1 1 100 1 

4 Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan 

Tersusunnya laporan 
monitoring evalusi partai 
politik 

laporan 5 1 1 100 1 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan KESBANGPOL 

Pada Badan Kesbangpol Kota Prabumulih hanya memiliki Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) tidak ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) khusus yang 

menjadi urusan Badan Kesbangpol Kota Prabumulih dari Kemendagri. Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) di Badan Kesbangpol Kota Prabumulih, Yaitu : Kegiatan 

Pembinaan Politik Daerah dan Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan 

OKP berdasarkan Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja 

Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Dalam Rangka EKPPD 

Terhadap LPPD Tahun 2024. Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dengan rumusan Menunjukan  Jumlah 

Kegiatan pembinaan politik daerah ada tiga kegiatan yaitu Verifikasi bantuan 

keuangan partai politik, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyusunan data 

base partai politik sedangkan kegitan untuk mengetahui partisifasi masyarakat 

dalam kegiatan politik sehingga untuk mengetahui  partisipasi masyarakat 

melihat dari Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang 

terealisasi 100 %. 

Pengukuran kinerja KESBANGPOL Kota Prabumulih dilakukan dengan 

menggunakan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam Indikator Kinerja 

Utama (IKU) KESBANGPOL. Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja 

kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator 

kegiatan yang selanjutnya dilakukan evaluasi agar diketahui pencapaian 

realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta dapat dinilai dan dipelajari 

guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. 

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kota Prabumulih 

Tahun 2024 adalah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih 

tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat pada tanggal 23 Agustus 2023, 

dimana telah dilakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen 

kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Dari hasil 

evaluasi tersebut KESBANGPOL Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar 

68,32  dengan kategori B masuk dalam interpretasi Baik, yang berarti sistem dan 

tatanan cukup dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi 
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perlu banya perbaik minor dan perbaikan yang mendasar.  Sedangkan untuk nilai 

SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Tahun 2024  yang  mempunyai 

target dengan  nilai BB masih belum diketahui apaka telah sesuai target atau 

belum. Hal ini dikarenakan OPD yang mempunyai wewenang untuk 

mengeluarkan  Laporan  Hasil  Evaluasi atau Implementasi  Sisitem  

Akuntabilitas K inerja OPD  di lingkungan Pemerintahan   Kota  Prabumulih 

sampai dengan Laporan ini dibua belum menerima hasilnya 
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Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan KESBANGPOL Kota Prabumulih 

No 
Indikator 

(IKU, SPM, 
IKK) 

Angka/Nilai 
Target/Standar 
(IKU/SPM/IKK) 

Target Renstra Perangkat 
Daerah 

Realisasi Capaian Proyeksi  
Catata

n 
Analis

is Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahu
n 

2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Nilai SAKIP Predikat CC B B BB B BB BB BB  

2 Persentase 
Tindak Lanjut  
Temuan Hasil 
Pengawasan  

Persen (%) 100 100 100 100 90 90 100 100  

3 Jumlah 
konflik sosial 

Nilai < 7 < 5 < 5 < 5 5 <3 < 5 < 5  
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

Badan Kesbangpol Kota Prabumulih, telaah visi-misi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 maka 

dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Prabumulih untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : 

1) Optimalisasi pengamalan empat pilar kebangsaan. 

2) Penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula 

dan kaum Laki-Laki, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan 

keputusan kebijakan publik di masyarakat. 

3) Penguatan Tim kewaspadaan dini dalam rangka mendeteksi dan mencegah 

dini potensi Konflik sosial di masyarakat; 

4) Peningkatan forum komunikasi dan konsultasi di masyarakat terkait dengan 

ketahanan seni, budaya, agama dan Ormas. 

Tingkat Kinerja Pelayanan Kesbangpol Kota Prabumulih, telah 

terbentuknya Tim Terpadu yang melibatkan Perangkat Daerah maupun Instansi 

Vertikal yang selalu berkoordinasi dan Melaporkan Perkembangan Terkini 

keadaan Kota Prabumulih pada saat ini. Rencana di Tahun 2025, akan 

membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan tugasnya sudah jelas untuk 

melakukan pengawasan terhadap ormas dan nanti setiap tiga bulan sekali kami 

akan berkoordinasi sekaligus melakukan evaluasi. Permasalahan Pelayanan 

Kesbangpol belum optimalnya Peran FKDM dalam temu cepat dan lapor cepat 

terhadap potensi ancaman di daerah, guna mendukung terwujudnya keamanan, 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Prabumulih belum terbentuknya sebuah bank data yang berisikan 

informasi jumlah penduduk serta segala kejadian berkaitan dengan sosial, politik, 

budaya hingga harga komoditas sembilan bahan pokok di Kota Prabumulih.  
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Tahun Anggaran 2025, akan mencoba menyusun aplikasi sistem 

informasinya. Sehingga data apapun dari Masyarakat atau dari sumber lain pada 

saat yang sama bisa masuk ke meja Walikota dan bisa melakukan tindakan 

apapun yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Dari dinamika 

sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota 

Prabumulih pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan 

Kesbangpol dan Politik Kota Prabumulih berdasarkan tugas, dan fungsi dalam 

lima tahun ke depan adalah : 

1) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

a) Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila 

di masyarakat;  

b) Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme, 

dan bela negara di masyarakat; 

c) Kurangnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dalam rangka 

memantapkan pengamalan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika 

serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 

d) Terjadinya dekadensi moral di masyarakat yang ditandai dengan 

banyaknya penyakit masyarakat, seperti kriminalitas, penyalahgunaan 

narkoba dan miras. 

2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi 

Kemasyarakatan. 

a) Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa di masyarakat, 

khususnya di kalangan generasi milenial; 

b) Derasnya arus masuk budaya asing lewat media sosial yang kurang 

sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak 

pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat; 

c) Masih muncul dan berkembangnya paham keagamaan atau aliran sesat 

yang meresahkan masyarakat; 

d) Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap 

kelompok minoritas di masyarakat; 

e) Masih terdapat konflik perebutan pengelolaan sumber daya alam di 

masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, 

pertambangan dan Polemik Angkutan Batubara. 

 



36 
 

 

3) Bidang Politik Dalam Negeri 

a) Tingginya angka ketidakhadiran atau absensi (golput) dalam setiap 

kegiatan pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, 

maupun pemilukada akibat kejenuhan, apatisme masyarakat dan 

rendahnya kesadaran berpolitik masyarakat; 

b) Tingginya praktek politik uang (money politics) setiap pelaksanaan 

kegiatan pemilu; 

c) Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilukada, baik 

antar pendukung maupun antar pasangan calon; 

d) Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis di 

masyarakat. 

4) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional 

a) Masih tingginya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat; 

b) Kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan 

mencegah munculnya bencana sosial dan bencana alam; 

c) Masih maraknya aksi-aksi unjukrasa atau demonstrasi oleh organisasi 

atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya; 

d) Belum adanya Komunitas Intelejen Daerah untuk ditugaskan di setiap 

Kelurahan dan Desa di wilayah Kota Prabumulih 

        Faktor Penghambat : 

1) Sumber daya manusia yang ada belum memenuhi semua kebutuhan. 

2) Adanya potensi terjadinya konflik. 

3) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan 

sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. 

4) Terbit Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat 

Keterangan Penelitian (SKP) kewenangan tidak lagi berada di Badan 

Kesbangpol Kota Pabumulih. 

5) Belum adanya rekomendasi kajian dari hasil akhir Indeks Demokrasi 

Indonesis (IDI) 

6) Belum terbentuknya Komunitas Intelejen di 37 Kelurahan / Desa di Kota 

Prabumulih 

7) Kurangnya Koordinasi pihak-pihak terkait tentang Isu Hoax 
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Faktor Pendorong 

1) Sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik untuk melaksanakan program kegiatan secara 

optimal. 

2) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan 

Pelayanan Perangkat Daerah. 

3) Stabilitas Keamanan di Kota Prabumulih yang cukup kondusif. 

4) Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi. 

5) Pemanfaat Teknologi Informasi yang semakin pesat 

6) Kesediaan masyarakat yang tergabung menjadi anggota Forum di 

adakan Kesbangpol Kota Prabumulih untuk melaksanakan kegiatan 

dengan swadaya. 

     Dampak terhadap capaian Misi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang 

baik, Berkualitas dan Berprestasi. akan berdampak kurang temu cepat dan lapor 

cepat terhadap potensi ancaman di daerah yang Belum optimal dalam koordinasi 

dan singkronisasi dengan SKPD di lingkunganPemerintah Kota Prabumulih 

sehingga perlu dibentuk Bank Data.  

Formulasi Isu-Isu Penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan 

Kegiatan pada Badan Kesbangpol Kota Prabumulih, Yaitu : 

1. Melakukan Registrasi Ulang untuk Ormas yang  telah terdaftar di Badan 

Kesbangpol Kota Prabumulih. 

2. Membentuk Bank Data sebagai wadah informasi terkini Kota Prabumulih. 

3. Inventarisasi Usulan-Usulan Program dan Kegiatan oleh Masyarakat. 

4. Membentuk Tim Satgas Perangkat Daerah untuk mengevaluasi Kinerja 

Pelayanan Kesbangpol Khusus Pelayanan Bantuan Keuangan Partai 

Politik, Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Rekomendasi Izin 

Peneltian dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

5. Mengikuti dan menganggarkan Diklat Intelejen. 
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2.4 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 Pelayanan Perangkat Daerah dalam Pemetaan Wilayah rawan konflik di 

Prabumulih Timur (Cukup Tinggi), Prabumulih Barat dan Utara (sedang), 

Prabumulih Selatan dan RKT (sedang) dan Kecamatan Cambai (cukup tinggi). 

Dengan Melibatkan Pihak-Pihak terkait dalam menyusun Laporan Rencana 

Aksi Tim Terpadu yang disebut dengan B03, B06, B09 dan B12 yang disusun 

menurut tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah Yaitu : 

1. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa 

sebagai penanggung jawab Koramil, Kesbangpol, Kejari dan Polres 

2. ISU SARA sebagai penanggung jawab Bagian Hukum, 

3. Politik/Batas Daerah Administrasi sebagai penanggung jawab BNNK 

4. Ekonomi/ Industrial sebagai penanggung jawab Polres, Kemenag, Tapem, 

Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, DP4K dan Kesbangpol 

5. Pemulihan Pasca Konflik sebagai penanggung jawab Polres,Tapem, 

Kesbangpol dan Disnaker 

6. Pelaporan Penanganan Konflik Sosial sebagai penanggung jawab 

Kesbangpol. 

7. Tidak Ada Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan 

Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 khusus 

Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umumyang telah merencanakan 

Program Pembinaan Politik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan 

Sasaran Program, Yaitu : 

1) Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, 

ekonomi dan sosial budaya. 

2) Terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas 

keamanan dalam negeri. 

3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 

Untuk mendukung Sasaran Program Pertama dengan Sasaran 

KegiatanPenurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar 

belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa 

lahan dan sumber daya alam). Badan Kesbangpol Kota Prabumulih akan 

memperkuat koordinasi dengan berbagai Unsur Intelejen dari berbagai Instansi 

baik Sipil Maupun Militer, diantaranya Unsur Badan Intelejen Daerah (BINDA) 

Kota Prabumulih, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, Kasat Intelkam 

Polres Kota Prabumulih, BAIS TNI AD, Intel Kodim dan Koramil serta unsur 

lainnya yang berhubungan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Dengan Implementasinya melalui kegiatan Tim Kewaspadaan Dini 

Daerah, Tim Satgas Narkoba dan Penyakit Masyarakat serta kegiatan 

Koordinasi Terpadu Gangguan Keamanan. 

Untuk mendukung Sasaran Program Terpeliharanya kerukunan komponen 

bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri dengan Sasaran 

Kegiatan Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA, akan didukung dengan 

kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Pencapaian Kapasitas dan 

Kelembagaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) kota 

Prabumulih.  
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Untuk mendukung Sasaran Program Mengembangkan kehidupan 

demokrasi berdasarkan Pancasila dengan Sasaran Kegiatan Prosentase 

partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu, akan dilaksanakan kegiatan 

Pembinaan / Penyuluhan  etika dan budaya Politik. di 37 Kelurahan / Desa untuk 

meningkatan partisipasi politik pada masyarakat. 

Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Telaahan terhadap Renstra 

Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan tentang menurunnya pemahaman 

Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara serta menurunya kesadaran bela 

negara dimasyarakat. Untuk mendukung sasaran program tersebut, Badan 

Kesbangpol Kota Prabumulih mempunyai keterkaitan kegiatan Peningkatan 

Kesadaran Bela Negara (PKBN) dengan mengadakan Pelatihan dan Pembinaan 

kesadaran bela negara bagi kaum perempuan dan Pokja PKK di wilayah Kota 

Prabumulih serta diimplementasikan dengan pengiriman peserta Bela Negara ke 

Provinsi Sumatera Selatan demi penguatan Revolusi Mental di Daerah 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran dalam Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 

Perangkat Daerah sebagai berikut : 

No 

Tujuan Sasaran 

1. Meningkatnya Akuntabilitas  

Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dan situasi daerah yang 

kondusif .. 

Menurunnya konflik sosial yang ada 

di Kota Prabumulih 

 

 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

dan keuangan Pemerintahan Daerah 

2.  

Terlaksananya Peningkatan 

Partisipasi Politik di masyarakat 

Meningkatnya Partisipasi Politik di 

masyarakat di kota prabumulih    
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Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 

Kota Prabumulih 

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabumulih 

Kode Urusan/Bidng 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program / 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program / 

Kegiatan 

Rencana Tahan 2024 (Tahun Rencana) Cat

ata

n 

pen

ting 

Prakiraan Maju 

Rencana Tahun 2025 

Lokasi Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana / Pagu 

Indikatif 

Sum

ber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana / Pagu 

Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

8 Unsur 

Pemerintahan 

Umum 
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8.01 Kesatuan Bangsa 

dan Politik 

Menurunnya 

konflik 

sosial,Mening

katnya 

akuntabiitas 

kinerja, 

Meningkatnya 

partisipasi 

politik dalam 

masyarakat  

Pbm 100 % 36.506.982.654 APB

D 

- 100 % 8.118.113.63

1 

8.01.02 Program 

Penguatan 

Ediologi 

Pancasila dan 

Karakter Bangsa 

Perumusan 

Kebijakan 

Teknis dan 

Pemantapan 

Pelaksanaan 

Bidang 

Ideologi 

Pancasila dan 

Karakter 

Pbm 100 % 1.007.000.000 

 

APB

D 

- 100 % 1.247.860.00

0 
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Kebangsaan 

02.2.01.03 Pelaksanaan  

Kebijakan dibidang 

Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter 

Bangsa, 

Pembauran 

Kebangsaan, 

Bineka Tunggal 

Ika dan Sejarah 

Kebangsaan 

Jumlah orang 

yang mengikuti 

Kebijakan di 

bidang  idiologi 

Wawasan 

Kebangsaan, 

Bela Negara, 

Karakter 

Bangsa, 

pembauran  

kebangsaan 

Bineka 

Tunggal Ika   

Pbm 60 Orang 100.354.000 APB

D 

- 60 Orang 400.000.000 

02.2.02.04 Pelaksanaan 

Koordinasi  

dibidang Idiologi 

Wawasan 

Kebangsaan, Bela 

Jumlah Orang 

yang Mengikuti 

Koordinasi di 

Bidang 

Ideologi 

Pbm 170 

orang 

906.646.000 APB

D 

- 176 

orang 

840.860.000 
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Negara, karakter 

bangsa, 

pembauran 

kebangsaan, 

bhineka tunggal 

ika 

Wawasan 

Kebangsaan, 

Bela Negara, 

Karakter 

Bangsa, 

Pembauran 

Kebangsaan, 

Bineka 

Tunggal Ika 

dan Sejarah 

Kebangsaan 

02.2.02.05 Pelaksanaan 

Monitoring 

Evaluasi dan 

Pelaporan di 

Bidang Idiologi 

Wawasan 

Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter 

Bangsa, 

Jumlah 

Laporan 

Monitoring 

Evaluasi dan 

Pelaporan di 

Bidang Idiologi 

Wawasan 

Kebangsaan, 

Bela Negara, 

Pbm 1 Lap - APB

D 

- 1 Lap 7.000.000 
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Pembauran 

Kebangsaan, 

Bhineka Tunggal 

IKa dan Sejarah 

Kebangsaan 

Karakter 

Bangsa, 

Pembauran 

Kebangsaan, 

Bhineka 

Tunggal IKa 

dan Sejarah 

Kebangsaan 

8.01.03 Program 

Peningkatan 

Partai Politik dan 

Lembaga 

Pendidikan 

Politik dan 

Pengembangan 

dan etika serta 

budaya politik 

Angka 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam Pemilu 

 

Pbm 80 % 28.986.953.688 APB

D 

- 80 % 2.169.611.27

4 
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03.2.01.01 Penyusunan 

Program kerja di 

bidang politik,  

etika budaya 

politik, 

peningkatan 

demokrasi, 

Fasilitasi 

kelembagaan 

Pemerintah, 

perwakilan dan 

partai politik 

pemilihan umum 

kepala daerah 

serta pemantauan 

situasi politik di 

daerah 

Jumlah 

dokumen 

program kerja 

di 

bidangbidang 

politik, etika 

budaya politik, 

peningkatan 

demokrasi, 

fasilitasi 

kelembagaan 

pemerintahan, 

perwakilan dan 

partai politik, 

pemilihan 

umum / 

pemilihan 

umum kepala 

daerah, serta 

pemantauan 

Pbm 1 

Laporan 

10.000.000 APB

D 

- 1 

Laporan 

10.000.000 
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situasi politik 

didaerah 

03.2.01.03 Pelaksanaan 

kebijakan di 

bidang politik,  

etika budaya 

politik, 

peningkatan 

demokrasi, 

Fasilitasi 

kelembagaan 

Pemerintah, 

perwakilan dan 

Jumlah 

kebijakan di 

bidang bidang 

politik, etika 

budaya politik, 

peningkatan 

demokrasi, 

fasilitasi 

kelembagaan 

pemerintahan, 

perwakilan dan 

Pbm 50 orang 50.000.000 APB

D 

- 50 orang 50.000.000 
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partai politik 

pemilihan umum 

kepala daerah 

serta pemantauan 

situasi politik di 

daerah 

partai politik, 

pemilihan 

umum / 

pemilihan 

umum kepala 

daerah, serta 

pemantauan 

situasi politik 

didaerah  

03.2.01.04 Pelaksanaan 

Koordinasi 

dibidang politik,  

etika budaya 

politik, 

peningkatan 

demokrasi, 

Fasilitasi 

kelembagaan 

Pemerintah, 

perwakilan dan 

Jumlah orang 

yang mengikuti 

koordinasi di 

bidang politik, 

etika budaya 

politik, 

peningkatan 

demokrasi, 

fasilitasi 

kelembagaan 

pemerintahan, 

Pbm 458 

orang 

28.911.953.688 APB

D 

- 458 

orang 

2.094.611.27

4 
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partai politik 

pemilihan umum 

kepala daerah 

serta pemantauan 

situasi politik di 

daerah 

perwakilan dan 

partai politik, 

Pemilihan 

umum / 

pemilihan 

umum kepala 

daerah, serta 

pemantauan 

situasi politik 

didaerah                  

kegiatan 

Verifikasi 

Bantuan 

Keuangan 

Partai Politik 

03.2.01.05 Pelaksanaan 

Monitoring, 

evaluasi dan 

pelaporan dibidang 

politik,  etika 

Jumlah 

laporan hasil 

monitoring 

evaluasi dan 

pelaporan di 

Pbm 1 

Laporan 

15.000.000 APB

D 

- 1 

Laporan 

15.000.000 



50 
 

budaya politik, 

peningkatan 

demokrasi, 

Fasilitasi 

kelembagaan 

Pemerintah, 

perwakilan dan 

partai politik 

pemilihan umum 

kepala daerah 

serta pemantauan 

situasi politik di 

daerah 

bidang politik, 

etika budaya 

politik, 

peningkatan 

demokrasi, 

fasilitasi 

kelembagaan 

pemerintahan, 

perwakilan dan 

partai politik, 

pemilihan 

umum / 

pemilihan 

umum kepala 

daerah, serta 

pemantauan 

situasi politik 

didaerah                                

8.01.04 Program 

Pemberdayaan 

Persentase 

keterlibatan 

Pbm 100 % 119.000.000 APB

D 

- 100 % 81.000.000 
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dan Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

masyarakat 

untuk 

menjaga 

ketertiban 

dan 

keamananan 

8.1 1.5.1 4.2.01.3 Pelaksanaan 

kebijakan dibidang 

pendaftaran 

ormas, 

pemberdayaan 

ormas, evaluasi 

dan mediasi 

sengketa ormas, 

pengawasan 

ormas dan ormas 

asing di daerah 

Jumlah orang 

yang mengikuti 

pelaksanaan 

kebijakan di 

Bidang 

Pendaftaran 

Ormas, 

Pemberdayaa

n Ormas, 

Evaluasi dan 

Mediasi 

Sengkerta 

Ormas, 

Pengawasan 

Pbm 114 

orang 

109.000.000 APB

D 

- 137 

orang 

74.000.000 
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Ormas dan 

Ormas Asing 

di Daerah                                               

8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan 

Monitoring 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

dibidang 

pendaftaran 

ormas, 

pemberdayaan 

ormas, evaluasi 

dan mediasi 

sengketa ormas, 

pengawasan 

ormas dan ormas 

asing di daerah 

Jumlah 

laporan hasil 

monitoring, 

evaluasi dan 

pelaporan di 

Bidang 

Pendaftaran 

Ormas, 

Pemberdayaa

n Ormas, 

Evaluasi dan 

Mediasi 

Sengkerta 

Ormas, 

Pengawasan 

Ormas dan 

Ormas Asing 

Pbm 1 

Laporan 

 

10.000.000 APB

D 

- 1 

Laporan 

 

7.000.000 
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di Daerah  

8.01.05 Program 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Ketahanan 

Ekonomi 

Perumusan 

Kebijakan 

teknis dan 

Pemantapan 

Pelaksanaan 

Bidang 

Ketahanan 

Ekonomi, 

Sosial dan 

Budaya 

Pbm 100% 101.790.000 APB

D 

- 100% 110.000.000 

8.11.5.1.5.2.01.4 Pelaksanaan 

Koordinasi 

dibidang 

Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan 

Fasilitasi 

Pencegahan 

Jumlah orang 

yang mengikuti 

koordinasi di 

bidang 

Ketahanan 

Ekonomi, 

Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi 

Pbm 95 Orang 91.790.000  APB

D 

- 105 

Orang 

110.000.000 
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Penyelenggunaan 

Narkoba, Vasilitasi 

Kerukunan Umat 

Beragama dan 

Penghayat 

Kepercayaan di 

Daerah 

Pencegahan 

Penyalagunaa

n Narkotika, 

Fasilitasi 

Kerukunan 

Umat 

Beragama dan 

Penghayat 

Kepercayaan 

di Daerah 

 Pelaksanaan 

Monitoring, 

Evaluasi dan 

Pelaporan di 

Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan 

Fasilitasi 

Pencegahan 

Penyelenggunaan 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Monitoring, 

Evaluasi dan 

Pelaporan di 

Bidang 

Ketahanan 

Ekonomi, 

Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi 

Pbm 12 Lap 10.000.000 APB

D 

- - - 
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Narkoba, Vasilitasi 

Kerukunan Umat 

Beragama dan 

Penghayat 

Kepercayaan di 

Daerah 

Pencegahan 

Penyelenggun

aan Narkoba, 

Vasilitasi 

Kerukunan 

Umat 

Beragama dan 

Penghayat 

Kepercayaan 

di Daerah 

8.01.06 Program 

Peningkatan 

Nasional dan 

Peningkatan 

Kualitas Fasilitasi 

penanganan 

konflik sosial 

Cakupan 

perlindungan 

masyarakat 

Pbm 100 % 2.227.895.500 APB

D 

- 100 % 315.000.000 

06.2.01.04 Pelaksanaan 

Koordinasi 

jumlah orang 

yang mengikuti 

Pbm 15 Orang 1.947.895.500 APB

D 

- 15 Orang    

100.000.000 
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dibidang 

kewaspadaan dini, 

kerjasama 

intelijen, 

pemmantauan 

orang asing, 

tenaga kerja asing 

dan lembaga asing 

kewaspadaan 

perbatasan antar 

negara, fasilitasi 

kelembagaan di 

bidang 

kewaspadaan 

serta penanganan 

konflik di daerah 

koordinasi di  

Bidang 

Kewaspadaan 

Dini, 

Kerjasama 

Intelijen, 

pemantauan 

Orang Asing, 

Tenaga Kerja 

Asing dan 

Lembaga 

Asing. 

Kewaspadaan 

Perbatasan 

Antar Negara, 

Fasilitasi 

Kelembagaan 

Bidang 

Kewaspadaan, 

serta 

Penanganan 

Konflik di 
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Daerah      

Kegiatan 

koordinasi                          

Tim 

Kewaspadaan 

dini      Tim 

gangguan 

keamanan 

06.2.01.05 Pelaksanaan 

Monitoring, 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

dibidang 

kewaspadaan dini, 

kerjasama 

intelijen, 

pemmantauan 

orang asing, 

tenaga kerja asing 

dan lembaga asing 

Jumlah  

laporan hasil 

monitoring 

,evaluasi dan 

pelaporan di 

Bidang 

Kewaspadaan 

Dini, 

Kerjasama 

Intelijen, 

pemantauan 

Orang Asing, 

Pbm 1 

Laporan 

30.000.000 

 

APB

D 

- 1 

Laporan 

 

15.000.000 
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kewaspadaan 

perbatasan antar 

negara, fasilitasi 

kelembagaan di 

bidang 

kewaspadaan 

serta penanganan 

konflik di daerah 

Tenaga Kerja 

Asing dan 

Lembaga 

Asing. 

Kewaspadaan 

Perbatasan 

Antar Negara, 

Fasilitasi 

Kelembagaan 

Bidang 

Kewaspadaan, 

serta 

Penanganan 

Konflik di 

Daerah   

 Pelaksanaan 

Forum Koordinasi 

Pimpinan Daerah 

Kota 

Jumlah 

Dokumen hasil 

Pelaksanaan 

Forum 

Koordinasi 

Pbm 1 

Dokumen 

250.000.000 APB

D 

- 1 

Dokumen 

200.000.000 
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Pimpinan 

Daerah Kota 

x.xx.01.2.01 Perencanaan , 

penganggaran, 

dan evaluasi 

kinerja perangkat 

daerah 

Persentase 

terwujudnya 

penatausahaa

n keuangan  

yang 

mendukung 

kelancaran 

tugas dan 

fungsi PD 

Pbm 100 % 9.500.000 APB

D 

- 100 % 7.500.000 

x.xx.01.2.01.06 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Iktiisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

Jumlah 

laporan 

capaian kinerja 

dan ikhtisar 

realisasi 

kinerja dan 

laporan hasil 

koordinasi 

Pbm 2 

Laporan 

2.000.000 APB

D 

- 2 

Laporan 

1.500.000 
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penyusunan 

laporan 

capaian kinerja 

dan iktisar 

realisasi 

kinerja skpd   

Dokumen 

LAKIP dan 

LPPD 

Kesbangpol 

x.xx.01.2.01.01 Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

(Renja) 

Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

Pbm 3  

Dokumen 

3.000.000 APB

D 

- 1 Dok 1.500.000 

x.xx.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah 

Laporan 

evaluasi 

kinerja 

Pbm 1 

Laporan 

1.500.000 APB

D 

- 1 

Laporan 

1.500.000 
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perangkat 

daerah 

x.xx.01.2.01.02 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD 

Jumlah 

Dokumen RKA 

Kesbangpol  

dan laporan 

hasil 

koordinasi 

penyusunan 

Dokumen 

RKA-SKPD 

Pbm 1 

Dokumen 

 

1.500.000 APB

D 

- 1 

Dokumen 

1.500.000 

x.xx.01.2.01.03 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD 

Jumlah 

Dokumen RKA 

Perubahan 

Kesbangpol  

dan laporan 

hasil 

koordinasi 

penyusunan 

Pbm 1 

Dokumen 

1.500.000 APB

D 

- 1 

Dokumen 

1.500.000 
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Dokumen RKA  

Perubahan -

SKPD 

x.xx.01.2.02 Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase 

terwujudnya 

penatausahaa

n  pencapaian 

kinerja 

program yang 

mendukung 

kelancaran 

tugas dan 

fungsi PD 

Pbm 100 % 2.730.277.468 APB

D 

- 100 % 3.536.151.713 

x.xx.01.2.02.01 Penyediaan gaji 

dan tunjangan 

ASN 

Jumlah orang 

yang 

menerima gaji 

dan tunjangan  

ASN   

Pbm 26 Orang 

/ Bulan 

2.700.917.511 APB

D 

- 26 Orang 

/ Bulan 

3.506.991.71

3 



63 
 

x.xx.01.2.02.03 Pelaksanaan 

penatausahaan 

dan pengujian / 

verifikasi 

keuangan SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

penatausahaa

n dan 

pengujian / 

verifikasi 

keuangan 

SKPD 

Pbm 12 

Dokumen 

26.360.000 APB

D 

- 12 

Dokumen 

26.160.000 

x.xx.01.2.02.05 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/

Semesteran SKPD 

Jumlah 

Laporan 

keuangan 

akhir tahun 

dan laporan 

hasil 

koordinasi 

penyusunan 

laporan 

semester 

tahun 

Pbm 1 

Laporan 

1.500.000 APB

D 

- 1 

Dokumen 

1.500.000 
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Dokumen 

Laporan  

semester 

x.xx.01.2.02.07 Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan Akhir 

Tahun 

Jumlah 

Laporan 

keuangan 

akhir tahun 

dan laporan 

hasil 

koordinasi 

penyusunan 

laporan 

keuangan 

akhir tahun 

Pbm 1 

Laporan 

1.500.000 APB

D 

- 1 

Laporan 

1.500.000 

x.xx.01.2.03 Administrasi 

barang milik 

daerah pada 

perangkat daerah 

Persentase 

terwujudnya 

penatausahaa

n keuangan 

dan 

Pbm 100% 24.000.000 APB

D 

 100% 12 .000.000 
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pencapaian 

kinerja 

program yang 

mendukung 

kelancaran 

tugas dan 

fungsi PD 

x.xx.1.2.03.06 Penatausahaan 

BMD pada  SKPD 

Jumlah 

laporan 

penatausahaa

n BMD dengan 

rincian : 

pengurus 

barang, 

pembantu 

pengurus 

barang, 

pejabat 

penatausahaa

n 

Pbm 1 

Laporan 

24.000.000 APB

D 

- 1 

Laporan 

12.000.000 
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x.xx.01.2.05 Administrasi 

kepegawaian 

perangkat daerah 

Persentase 

terwujudnya 

penatausahaa

n keuangan 

dan 

pencapaian 

kinerja 

program yang 

mendukung 

kelancaran 

tugas dan 

fungsi PD 

Pbm 100 % 25.000.000 APB

D 

- 100 % 25.000.000 

x.xx.01.2.05.02 Pengadaan 

pakaian dinas 

beserta atribut 

kelengkapannya 

Jumlah  paket  

Pakaian Dinas 

Beserta 

Kelengkapann

ya 

Pbm 

 

45 Paket 25.000.000 APB

D 

- 45 Paket 25.000.000 

x.xx.01.2.06 Administrasi Persentase Pbm 100% 586.641.000 APB - 100% 346.450.644 
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Umum Perangkat 

Daerah 

terwujudnya 

penatausahaa

n keuangan 

dan 

pencapaian 

kinerja 

program yang 

mendukung 

kelancaran 

tugas dan 

fungsi PD 

D 

x.xx.01.2.06.01 Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah paket 

komponen 

instalasi 

/penerangan 

bangunan 

kantor yang 

disediakan 

Pbm 6 Paket 4.500.000 APB

D 

- 6 Paket 7.000.000 

x.xx.01.2.06.03 Penyediaan Jumlah paket Pbm 15 Paket 10.000.000 APB - 15 Paket 10.000.000 
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Peralatan Rumah 

Tangga 

Peralatan 

Rumah 

Tangga yang 

disediakan 

D 

x.xx.01.2.06.04 Penyediaan bahan 

logistik kantor 

Jumlah paket 

logistik  

kantoryang 

disediakan 

Pbm 12 Paket 22.000.000 APB

D 

- 12 Paket 25.000.000 

x.xx.01.2.06.05 Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Jumlah 

dokumen 

bahan cetakan  

dan 

penggandaan   

yang 

disediakan 

Pbm 12 

Dokumen 

10.000.000 APB

D 

- 12 

Dokumen 

15.000.000 

x.xx.01.2.06.06 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Jumlah 

dokumen 

bahan bacaan 

Pbm 12  

Dokumen 

4.000.000 APB

D 

- - - 
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Perundang-

Undangan 

dan 

perundang-

undangan 

yang 

disediakan 

x.xx.01.2.06.07 Penyediaan bahan 

/ material 

Jumlah Paket 

Bahan / 

Material yang 

Disediakan 

Pbm 21 Paket 32.870.000 APB

D 

- 21 Paket 24.000.000 

x.xx.01.2.06.08 Fasilitasi 

kunjungan tamu 

Jumlah 

Laporan 

Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu 

Pbm 12 

Laporan 

5.266.000 APB

D 

- 12 

Laporan 

5.320.000 

x.xx.01.2.06.09 Penyelenggaraan 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Penyelenggara

n Rapat 

Pbm 12 

Laporan 

498.005.000 APB

D 

- 12  

Laporan 

260.130.644 
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Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD 

x.xx.01.2.07 Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Persentase 

Dokumen 

Administrasi 

Perkantoran 

PBM 100% 459.025.000 APB

D 

- 100% 30.000.000 

x.xx.01.2.07.02 Pengadaan 

Kendaraaan 

Perorangan  Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah Unit 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaran 

Dinas Jabatan 

yang 

Disediakan 

Pbm 1 Unit 275.000.000 APB

D 

- - - 
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 Pengadaan sarana 

dan prasarana 

pendukung 

gedung kantor 

atau bangunan 

lainnya 

Jumlah Unit 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya yang 

Disediakan 

Pbm 3 Unit 184.025.000 APB

D 

- 3 Unit 30.000.000 

x.xx.01.2.08.01 Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 PBM 100% 73.600.000 APB

D 

- 100% 84.600.000 

x.xx.01.2.08.01 Penyediaan jasa 

surat menyurat 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa Surat 

Pbm 12 

Laporan 

5.000.000 APB

D 

- 12 

Laporan 

6.000.000 
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Menyurat 

x.xx.01.2.08.02 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Jumlah 

Laporan 

Penyedian 

JasaKomunika

si, Sumber 

Daya, Air dan 

Listrik yang 

Disediakan 

Pbm 12 

Laporan 

44.600.000 APB

D 

- 12 

Laporan 

44.600.000 

x.xx.01.2.08.03 Penyediaan jasa 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa Peralatan 

dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

Pbm 12 

Laporan 

12.000.000 APB

D 

- 12 

Laporan 

10.000.000 

x.xx.01.2.08.04 Penyediaan jasa Jumlah Pbm 12 12.000.000 APB - 12 25.440.000 
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pelayanan Umum 

kantor 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang 

Disediakan 

Laporan 

 

D Laporan 

x.xx.01.2.09 Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 Pbm 100%            156.300.000 

 

APB

D 

- 100% 151.500.000 

x.xx.01.2.09.02 Penyediaan jasa 

pemeliharaan , 

biaya 

pemeliharaan , 

pajak 

Jumlah 

Kendaran 

Perorangan 

Dinas atau 

kendaraan 

Pbm 7 unit  126.300.000 APB

D 

- 7 unit  121.500.000 
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pemeliharaan , 

pajak, dan 

perizinan 

kendaraan dinas 

operasional atau 

lapangan 

Dinas Jabatan 

yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 

Pajaknya 

x.xx.01.2.09.10 Pemeliharaan / 

rehabilitasi sarana 

dan prasarana 

gedung kantor 

atau bangunan 

lainnya  

Jumlah 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara / 

Direhabilitasi  

Pbm 1 Unit 30.000.000 APB

D 

- 1 Unit 30.000.000 
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                                                                                                          Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 

          
BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

  

No 
Kode 
Kegia

tan 
Kegiatan 

Keluaran 
Kegiatan / 

Output 

Kode 
Sub 

Kegiatan 

Sub 
Kegiatan 

Output Sub 
Kegiatan  

Indikator 
Kinerja 

Program/Kegi
atan/Sub 
Kegiatan 

Target 
Pagu 

Indikatif 
(Rp) 

1. 8.1 
1.5.1 
2.2.01 

Program 
Penguatan 
Ediologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Bangsa 

          
4 Keg 1,247,8

60,000 

Rakor dan 
dialog 
kebangsaa
n dengan 
Tomas, 
Toga, ASN 
dan 
Masyarakat
, Pelatihan 
dan 
Pembinaan 
kesadaran 
bela 
negara, 
Jumlah 
fasilitasi 
kampanye 
Nasional 
terkait 
revolusi 
mental dan 
restorasi 
sosial, 
Peningkata
n 
Kesadaran 
Masyarakat 
akan nilai-
nilai luhur 
budaya 
bangsa 
dengan 
penyelengg
araan 

8.1 
1.5.1 
2.2.01 

Pelaksanaa
n 
Koordinasi 
dibidang 
Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaa
n, Bela 
Negara, 
Karakter 
Bangsa, 
Pembauran 
Kebangsaa
n, Bineka 
Tunggal Ika 
dan 
Sejarah 
Kebangsaa
n 

Tersediany
a  rakor 
dan dialog 
kebangsaa
n dengan 
Tomas, 
Toga, ASN 
dan 
Masyarakat
, Pelatihan 
dan 
Pembinaan 
kesadaran 
bela 
negara,Jum
lah fasilitasi 
kampanye 
Nasional 
terkait 
revolusi 
mental dan 
restorasi 
sosial, 
Peningkata
n 
Kesadaran 
Masyarakat 
akan nilai-
nilai luhur 
budaya 
bangsa  

Jumlah 
orang yang 
mengikuti 
koordinasi di 
bidang  
idiologi 
pancasila 
dan karakter 
kebangsaan                        
Kegiatan  
PPWK, 
Laporan Bela 
Negara, 
Lapoaran 
Penguatan 
Wasbang 

170 
Orang  

        
840,860

,000  
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Reward 
wawasan 
Kebangsaa
n 

8.01.02.
2.01.03 

Pelaksanaan 
kebijakan 
dibidang 
Idiologi 
Wawasan 
Kebangsaan, 
Bela Negara, 
karakter 
bangsa, 
pembauran 
kebangsaan, 
bhineka 
tunggal ika 

Jumlah 
Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di 
Bidang 
Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, 
Bela Negara, 
Karakter 
Bangsa, 
Pembauran 
Kebangsaan, 
Bineka 
Tunggal Ika 
dan 
Sejarah 
Kebangsaan 

Jumlah 
Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di 
Bidang 
Ideologi 
Wawasan 
Kebangsaan, 
Bela Negara, 
Karakter 
Bangsa, 
Pembauran 
Kebangsaan, 
Bineka 
Tunggal Ika 
dan 

60 Orang            
400,000,
000  

Monev  8.01.02.
2.01.04 

Pelaksanaan  
Monitoring 
Evaluasi dan 
pelaporan 
dibidang 
Idiologi 
Wawasan 
Kebangsaan, 
Bela Negara, 
karakter 
bangsa, 
pembauran 
kebangsaan, 
bhineka 
tunggal ika 

Jumlah 
Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan  
Monitoring 
Evaluasi dan 
pelaporan 
dibidang 
Idiologi 
Wawasan 
Kebangsaan, 
Bela Negara, 
karakter 
bangsa, 
pembauran 
kebangsaan, 
bhineka 
tunggal ika 

Jumlah 
Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan  
Monitoring 
Evaluasi dan 
pelaporan 
dibidang 
Idiologi 
Wawasan 
Kebangsaan, 
Bela Negara, 
karakter 
bangsa, 
pembauran 
kebangsaan, 
bhineka 
tunggal ika 

12 
Laporan 

                
7,000,00
0  

2. 8.1 
1.5.1.

3 

Program 
Peningkatan 
Partai Politik 

        
  4 Keg 

     
2,169,6
11,274  
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dan Lembaga 
Pendidikan 
Politik dan 
Pengembang
an dan etika 
serta budaya 
politik 

Penyusuna
n data dan 
informasi 
partai 
politik 

8.01.03.
2.01.01 

Penyusuna
n Program 
kerja di 
bidang 
politik,  
etika 
budaya 
politik, 
peningkata
n 
demokrasi, 
Fasilitasi 
kelembaga
an 
Pemerintah
, 
perwakilan 
dan partai 
politik 
pemilihan 
umum 
kepala 
daerah 
serta 
pemantaua
n situasi 
politik di 
daerah 

Tersediany
a 
penyususn
an data 
base partai 
politik 

Jumlah 
dokumen 
program 
kerja di 
bidangbidan
g politik, 
etika budaya 
politik, 
peningkatan 
demokrasi, 
fasilitasi 
kelembagaan 
pemerintaha
n, perwakilan 
dan partai 
politik, 
pemilihan 
umum / 
pemilihan 
umum kepala 
daerah, serta 
pemantauan 
situasi politik 
didaerah                
Kegiatan  
Penyusunan 
Data Base 
Partai Politik 

1 Laporan          
10,000,

000  

Pembinaan 
/ 
Penyuluhan  
etika dan 
budaya 
Politk. 

8.01.03.
2.01.03 

Pelaksanaa
n kebijakan 
di bidang 
politik,  
etika 
budaya 
politik, 
peningkata
n 
demokrasi, 
Fasilitasi 
kelembaga
an 
Pemerintah
, 
perwakilan 
dan partai 
politik 
pemilihan 
umum 
kepala 
daerah 
serta 
pemantaua
n situasi 
politik di 
daerah 

Telah 
dilakukan 
penyuluhan 
etika dan 
budaya 
politik 

Jumlah 
Orang yang 
mengikuti 
Pelaksanaan  
kebijakan di 
bidang 
bidang 
politik, etika 
budaya 
politik, 
peningkatan 
demokrasi, 
fasilitasi 
kelembagaan 
pemerintaha
n, perwakilan 
dan partai 
politik, 
pemilihan 
umum / 
pemilihan 
umum kepala 
daerah, serta 
pemantauan 
situasi politik 
didaerah              
kegiatan 
Penyuluhan 
Etika dan 
Budaya 
Politik 

50 Orang          
50,000,

000  
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Jumlah 
Parpol 
yang 
mendapatk
an bantuan 
keuangan 
dan 
peningkata
n kapasitas 

8.01.03.
2.01.04 

Pelaksanaa
n 
Koordinasi 
dibidang 
politik,  
etika 
budaya 
politik, 
peningkata
n 
demokrasi, 
Fasilitasi 
kelembaga
an 
Pemerintah
, 
perwakilan 
dan partai 
politik 
pemilihan 
umum 
kepala 
daerah 
serta 
pemantaua
n situasi 
politik di 
daerah 

Telah 
dilakukan 
Verifikasi 
Bantuan  
Keuangan 
Partai 
politik 

Jumlah 
orang yang 
mengikuti 
koordinasi di 
bidang 
politik, etika 
budaya 
politik, 
peningkatan 
demokrasi, 
fasilitasi 
kelembagaan 
pemerintaha
n, perwakilan 
dan partai 
politik, 
Pemilihan 
umum / 
pemilihan 
umum kepala 
daerah, serta 
pemantauan 
situasi politik 
didaerah                  
kegiatan 
Verifikasi 
Bantuan 
Keuangan 
Partai Politik 

454 
Orang 

       
2,094,6
11,274  

Monev 
Parpol 

8.01.03.
2.01.05 

Pelaksanaa
n 
Monitoring, 
evaluasi 
dan 
pelaporan 
dibidang 
politik,  
etika 
budaya 
politik, 
peningkata
n 
demokrasi, 
Fasilitasi 
kelembaga
an 
Pemerintah
, 
perwakilan 
dan partai 
politik 
pemilihan 
umum 
kepala 
daerah 
serta 
pemantaua
n situasi 
politik di 
daerah 

Tersediany
a Dokumen 
Monotoring  
dan 
Evaluasi 

Jumlah 
laporan hasil 
monitoring 
evaluasi dan 
pelaporan di 
bidang 
politik, etika 
budaya 
politik, 
peningkatan 
demokrasi, 
fasilitasi 
kelembagaan 
pemerintaha
n, perwakilan 
dan partai 
politik, 
pemilihan 
umum / 
pemilihan 
umum kepala 
daerah, serta 
pemantauan 
situasi politik 
didaerah                               
Kegiatan  
monitoring 
dan evaluasi 

1 Lap              
15,000,
000  
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3. 8.1 
1.5.1
4 

Program 
Pemberdayaa
n dan 
Pengawasan 
Organisasi 
kemasyarakat
an  

        
  100% 

         
81,000,

000  

Rapat Kerja 
dan jumlah 
Surat 
Rekomend
asi yang 
dikeluarkan 
Kesbangpol
, 
Pembinaan 
dan 
Revitalisasi 
Ormas, 
Pelatihan 
bela 
negara,Jum
lah Surat 
Keterangan 
Penelitian 
(SKP) yang 
direkomend
asi 

8.01.04.
2.01.03 

Pelaksanaa
n kebijakan 
dibidang 
pendaftara
n ormas, 
pemberday
aan ormas, 
evaluasi 
dan 
mediasi 
sengketa 
ormas, 
pengawasa
n ormas 
dan ormas 
asing di 
daerah 

Tersediany
a Verifikasi 
Administras
i Ormas 
dan 
revitalisasi 
ormas,Pela
tihan bela 
negara,Sur
at 
Keterangan 
Penelitian 
yang 
direkomend
asi 

Jumlah 
orang yang 
mengikuti 
pelaksanaan 
kebijakan di 
Bidang 
Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdaya
an Ormas, 
Evaluasi dan 
Mediasi 
Sengkerta 
Ormas, 
Pengawasan 
Ormas dan 
Ormas Asing 
di Daerah                                              
kegiatan  
Verifikasi 
Administrasi 
Ormas dan 
Revitalisasi 
Ormas,  
Surat 
Keterangan 
Penelitian 
yang 
direkomenda
si 

114 
Orang 

74,000,
000 

Monev 
penyusuna
n kinerja 
Ormas 
/LSM , 
Pengawasa
n 

8.01.04.
2.01.05 

Pelaksanaa
n 
Monitoring 
Evaluasi 
dan 
Pelaporan 
dibidang 
pendaftara
n ormas, 
pemberday
aan ormas, 
evaluasi 
dan 
mediasi 
sengketa 
ormas, 
pengawasa
n ormas 
dan ormas 
asing di 
daerah 

Adanya 
Dokumen 
Monitoring 

Jumlah 
laporan hasil 
monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan di 
Bidang 
Pendaftaran 
Ormas, 
Pemberdaya
an Ormas, 
Evaluasi dan 
Mediasi 
Sengkerta 
Ormas, 
Pengawasan 
Ormas dan 
Ormas Asing 
di Daerah             
Kegiatan   
Monitoring, 
tersedia data 
ormas/ LSM 
dan nirlaba 
lainnya 

1 Laporan 7,000,0
00 

4. 8.1 
1.5.1.
5.2.0

Program 
Pembinaan 
dan 

        
  4 Mitra 

 
110.000

.000  
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1 Pengembang
an Ketahanan 
Ekonomi 
Sosial dan 
Budaya 

Perumusan 
Kebijakan 
Teknis dan 
Pemantapa
n 
Pelaksanaa
n Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, 
Sosial dan 
Budaya 

8.01.05.
2.01.04 

Pelaksanaa
n 
Koordinasi 
dibidang 
ketahanan 
ekonomi, 
sosial, 
budaya dan 
fasilitasi 
pencegaha
n 
penyalagun
aan 
narkoba, 
vasilitasi 
kerukunan 
umat 
beragama 
dan 
penghayat 
kepercayaa
n di daerah 

Tersediany
a Laporan 
Koordinasi 
FKUB 

Jumlah 
orang yang 
mengikuti 
koordinasi di 
bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, 
Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalaguna
an Narkotika, 
Fasilitasi 
Kerukunan 
Umat 
Beragama 
dan 
Penghayat 
Kepercayaan 
di Daerah                     
kegiatan 
Koordinasi 
Antar FKUB  

95 Orang  
110.000

.00  

Perumusan 
Kebijakan 
Teknis dan 
Pemantapa
n 
Pelaksanaa
n Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, 
Sosial dan 
Budaya 

8.01.05.
2.01.04 

Pelaksanaa
n 
Monitoring 
Evaluasi 
dan 
Pelaporan 
dibidang 
ketahanan 
ekonomi, 
sosial, 
budaya dan 
fasilitasi 
pencegaha
n 
penyalagun
aan 
narkoba, 
vasilitasi 
kerukunan 
umat 
beragama 
dan 
penghayat 
kepercayaa
n di daerah 

Tersediany
a Laporan 
Koordinasi 
FKUB 

Jumlah 
Laporan 
Hasil 
Monitoring 
Evluasi dan 
Pelaporan di 
bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, 
Sosial, 
Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalaguna
an Narkotika, 
Fasilitasi 
Kerukunan 
Umat 
Beragama 
dan 
Penghayat 
Kepercayaan 
di Daerah                     
kegiatan 
Koordinasi 
Antar FKUB  

12 
Laporan 

                                 
-  

5. 8.01.
06.2.

Program 
Peningkatan 

        
  

100% 315,000
,000 
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01 Kewaspadaan 
Nasional dan 
Peningkatan 
Kualitas 
vasilitasi 
penanganan 
konflik sosial 

Pembentuk
an Satgas 
Kntelijen di 
37 kel / 
desa 

8.01.06.
2.01.04 

Pelaksanaa
n 
Koordinasi 
dibidang 
kewaspada
an dini, 
kerjasama 
intelijen, 
pemmantau
an orang 
asing, 
tenaga 
kerja asing 
dan 
lembaga 
asing 
kewaspada
an 
perbatasan 
antar 
negara, 
fasilitasi 
kelembaga
an di 
bidang 
kewaspada
an serta 
penangana
n konflik di 
daerah 

Adanya 
data konflik  

jumlah orang 
yang 
mengikuti 
koordinasi di  
Bidang 
Kewaspadaa
n Dini, 
Kerjasama 
Intelijen, 
pemantauan 
Orang Asing, 
Tenaga Kerja 
Asing dan 
Lembaga 
Asing. 
Kewaspadaa
n Perbatasan 
Antar 
Negara, 
Fasilitasi 
Kelembagaa
n Bidang 
Kewaspadaa
n, serta 
Penanganan 
Konflik di 
Daerah      
Kegiatan 
koordinasi                          
Tim 
Kewaspadaa
n dini      Tim 
gangguan 
keamanan 

15 Orang         
100,000

,000  



82 
 

Penyusuna
n Data dan 
Infromasi 
Rencana 
Aksi 
Deteksi 
Dini potensi 
konflik 

8.01.06.
2.01.04 

Pelaksanaa
n 
Monitoring, 
Evaluasi 
dan 
Pelaporan 
dibidang 
kewaspada
an dini, 
kerjasama 
intelijen, 
pemmantau
an orang 
asing, 
tenaga 
kerja asing 
dan 
lembaga 
asing 
kewaspada
an 
perbatasan 
antar 
negara, 
fasilitasi 
kelembaga
an di 
bidang 
kewaspada
an serta 
penangana
n konflik di 
daerah 

Adanya 
Data 

Jumlah  
laporan hasil 
monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan di 
Bidang 
Kewaspadaa
n Dini, 
Kerjasama 
Intelijen, 
pemantauan 
Orang Asing, 
Tenaga Kerja 
Asing dan 
Lembaga 
Asing. 
Kewaspadaa
n Perbatasan 
Antar 
Negara, 
Fasilitasi 
Kelembagaa
n Bidang 
Kewaspadaa
n, serta 
Penanganan 
Konflik di 
Daerah                
Kegiatan 
monitoring  

1 Laporan 15,000,
000 

Penyusuna
n Data dan 
Infromasi 
Rencana 
Aksi 
Deteksi 
Dini potensi 
konflik 

8.01.06.
2.01.04 

Pelaksanaan 
forum 
koordinasi 
Pimpinan 
Daerah Kota 

 Jumlah 
dokumen 
hasil 
Pelaksanaa
n forum 
koordinasi 
Pimpinan 
Daerah 
Kota  

 Jumlah 
dokumen 
hasil 
Pelaksanaan 
forum 
koordinasi 
Pimpinan 
Daerah Kota  

1 
Dokumen 

200,000
,000 

6. x.xx.
1.2.1.

02 

Perencanaan 
, 
penganggara
n, dan 
evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Persentas
e 
terwujudn
ya 
penatausa
haan 
keuangan 
dan 
pencapaia
n kinerja 
program 
yang 
mendukun
g 
kelancaran 
tugas dan 

      

  100% 

3,614,4
91,713 
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fungsi PD 

Penyediaan 
gaji dan 
tunjangan 
ASN 

x.xx.01.2.
02.01 

Penyediaan 
gaji dan 
tunjangan 
ASN 

Tersdianya 
gaji dan 
tunjangan 
AN 

Jumlah orang 
yang 
menerima gaji 
dan tunjangan  
ASN                     
Jumlah 
Pembayaran 
Gaji ASN                   
Jumlah 
Pembayaran 
Tunjangan 
ASN  

14 Bulan 3,606,99
1,713 

Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Iktiisar 
Realisasi 
Kinerja 
SKPD 

x.xx.01.2.
01.06 

Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja 
SKPD 

Dokumen 
Rencana 
Kerja Lakip 
dan LPPD 
SKPD 

Jumlah 
laporan 
capaian 
kinerja dan 
ikhtisar 
realisasi 
kinerja dan 
laporan hasil 
koordinasi 
penyusunan 
laporan 
capaian 
kinerja dan 
iktisar realisasi 
kinerja skpd   
Dokumen 
LAKIP dan 
Perjanjian 
Kinerja 
Kesbangpol 

2 Lap 1,500,00
0 

Koordinasi 
Dokumen 
Rencana 
Kerja 
Anggaran 
(RKA) SKPD 

x.xx.01.2.
01.02 

Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
RKA-SKPD 

Tersedianya 
Dokumen 
Rencana 
Kerja 
Anggaran 
(RKA) SKPD 

Jumlah 
Dokumen RKA 
Kesbangpol  
dan laporan 
hasil 
koordinasi 
penyusunan 
Dokumen 
RKA-SKPD 

1 Dokumen 1,500,00
0 

Koordinasi 
Dokumen 
Perubahan 
(RKA - P) 
SKPD 

x.xx.01.2.
01.03 

Koordinasi 
Dokumen 
Perubahan 
(RKA - P) 
SKPD 

Tersedianya 
Dokumen 
Rencana 
Kerja 
Anggaran 
perubahan 
(RKA-P) 
SKPD 

Jumlah 
Dokumen RKA 
Perubahan 
Kesbangpol  
dan laporan 
hasil 
koordinasi 
penyusunan 
Dokumen RKA  
Perubahan -
SKPD 

1 Dokumen 1,500,00
0 
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Penyusunan 
Rencana 
Kerja 
(Renja) 

x.xx.01.2.
01.01 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaa
n Perangkat 
Daerah 

Tersedianya 
Dokumen 
Renja dan 
Renja 
Perubahan 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah                                           
Renja,                                                             
Renja 
Perubahan                                                                  

3 Dokumen  1,500,00
0 

      Penyusunan 
Rencana  
(Perjanjian 
Kinerja) 

x.xx.01.2.
01.07 

Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Tersedianya 
Dokumen 
Perjanjian 
Kinerja 

Jumlah 
Laporan 
evaluasi 
kinerja 
perangkat 
daerah     
Dokumen 
Perjanjian 
Kinerja 
Kesbangpol 

1 Laporan 1,500,00
0 

7. 8.01.0
1.2.02 

Administrasi 
keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
terwujudny
a 
penatausah
aan 
keuangan 
dan 
pencapaian 
kinerja 
program 
yang 
mendukung 
kelancaran 
tugas dan 
fungsi PD 

  

    

  100% 

29,160,0
00 

Pelaksanaan 
penatausaha
an dan 
pengujian / 
verifikasi 
keuangan 
SKPD 

x.xx.01.2.
02.03 

Pelaksanaan 
penatausaha
an dan 
pengujian / 
verifikasi 
keuangan 
SKPD 

Penyediaan 
jasa 
keuangan 

Jumlah 
Dokumen 
penatausahaa
n dan 
pengujian / 
verifikasi 
keuangan 
SKPD    
Pengelola 
Keuangan  
yaitu: Atasan 
Langsung 
Bendahara,Be
ndahara 
Pengeluaran,P
ejabat 
Penatausahaa
n Keuangan 
(PPK) 

12 
Dokumen 

26,160,0
00 

Penyusunan 
Pelaporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 

x.xx.01.2.
02.05 

Penyusunan 
Pelaporan 
Keuangan 
Akhir Tahun  

Tersedianya 
Pelaporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 

Jumlah 
Laporan 
keuangan 
akhir tahun 
dan laporan 
hasil 
koordinasi 
penyusunan 
laporan 
keuangan 
akhir tahun                              
Dokumen 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun  

1 Laporan 1,500,00
0 
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Penyusunan 
Pelaporan 
Keuangan 
Semesteran 

x.xx.01.2.
02.07 

Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan / 
Semesteran 

Tersedianya 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan / 
Semesteran 

Jumlah 
Laporan 
keuangan 
akhir tahun 
dan laporan 
hasil 
koordinasi 
penyusunan 
laporan 
semester 
tahun 
Dokumen 
Laporan  
semester 

1 Laporan 1,500,00
0 

8 x.xx.0
1.2.0

3 

Administrasi 
barang milik 
daerah pada 
perangkat 
daerah 

Persentase 
terwujudny
a 
penatausah
aan 
keuangan 
dan 
pencapaian 
kinerja 
program 
yang 
mendukung 
kelancaran 
tugas dan 
fungsi PD 

          

12,000,0
00 

Pelaksanaan 
penatausaha
an BMD 
pada  SKPD 

x.xx.01.2.
03.06 

Pelaksanaan 
penatausaha
an BMD 
pada  SKPD 

Honorarium 
pengelola 
barang 
daerah  

Jumlah 
laporan 
penatausahaa
n BMD dengan 
rincian : 
pengurus 
barang, 
pembantu 
pengurus 
barang, 
pejabat 
penatausahaa
n 

12 Laporan 12,000,0
00 

9. x.xx.1
.2.03 

Administrasi 
kepegawaian 
perangkat 
daerah 

Persentase 
terwujudny
a 
penatausah
aan 
keuangan 
dan 
pencapaian 
kinerja 
program 
yang 
mendukung 
kelancaran 
tugas dan 
fungsi PD 

  

  

    45 Paket 
             

25,000,0
00  

    

  

Pengadaan 
pakaian 
dinas 
beserta 
atribut 
kelengkapan
nya 

x.xx.01. 
2.05.02 

Pengadaan 
pakaian 
dinas 
beserta 
atribut 
kelengkapan
nya 

Jumlah 
pengadaan 
pakaian 
olahraga dan 
sepatu 
olahraga 

Jumlah  paket  
Pakaian Dinas 
Beserta 
Kelengkapann
ya 

45 Paket               
25,000,0

00  
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10
. 

x.xx.0
1.2.0

6 

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah  

Persentase 
terwujudny
a 
penatausah
aan 
keuangan 
dan 
pencapaian 
kinerja 
program 
yang 
mendukung 
kelancaran 
tugas dan 
fungsi PD 

  

      

- 
           

346,450,
644  

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Pener
angan 
Bangunan 
Kantor 

x.xx.01.2.
06.01 

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Pener
angan 
Bangunan 
Kantor 

Peralatan 
listrik 

Jumlah paket 
komponen 
instalasi 
/penerangan 
bangunan 
kantor yang 
disediakan 

6 Paket                 
7,000,00

0  

Penyediaan 
Peralatan 
Rumah 
Tangga 

x.xx.01.2.
06.03 

Penyediaan 
Peralatan 
Rumah 
Tangga 

Tersedianya 
Peralatan 
Rumah 
Tanggga 
selama satu 
tahun 

Jumlah paket 
Peralatan 
Rumah 
Tangga yang 
disediakan 

15 Paket               
10,000,0

00  

Penyediaan 
bahan 
logistik 
kantor 

x.xx.01.2.
06.04 

Penyediaan 
bahan 
logistik 
kantor 

Tersedianya 
Makanan 
dan 
minuman 
rapat  
selama satu 
tahun 

Jumlah paket 
logistik  
kantoryang 
disediakan 

12 Paket               
25,000,0

00  

Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaa
n 

x.xx.01.2.
06.05 

Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaa
n 

Barang 
cetakan dan 
penggandaa
n 

Jumlah 
dokumen 
bahan cetakan  
dan 
penggandaan   
yang 
disediakan 

12 Paket               
15,000,0

00  

Penyediaan 
bahan / 
material 

x.xx.01.2.
06.07 

Penyediaan 
bahan / 
material 

Tersedianya 
alat tulis 
kantor 
selama satu 
tahun 

Jumlah Paket 
Bahan / 
Material yang 
Disediakan 

21 Pakaet               
24,000,0

00  

Fasilitasi 
kunjungan 
tamu 

x.xx.01.2.
06.08 

Fasilitasi 
kunjungan 
tamu 

Tersedianya  
tamu selama 
satu tahun 

Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu 

12 Paket                 
5,320,00

0  

Penyelengga
raan rapat 
koordinasi 
dan 
konsultasi 
SKPD 

x.xx.01.2.
06.09 

Penyelengga
raan rapat 
koordinasi 
dan 
konsultasi 
SKPD 

Jumlah 
pegawai 
memenuhi 
undangan 
rapat-rapat 
koordinasi 
ke luardan 
dalam  
daerah 

Jumlah 
Laporan 
Penyelenggar
an Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

12 

           
260,130,

644  

11 x.xx..
01.2.

Pengadaan 
Barang Milik 

Persentase 
Dokumen 

      
    

30,000,
000 
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07 Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Administrasi 
Perkantoran 

x.xx.01.2.
07.09 

Pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 
gedung 
kantor atau 
bangunan 
lainnya 

Tersedianya 
Pengadaan 
Peralatan 
dan 
Perlengkapa
n Gedung 
Kantor 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

3 Unit 

 
30.000.0

00  

12 x.xx.0
1.2.0

8. 

Penyediaan 
Jasa 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

  
      

    
86,040,0

00 

Penyediaan 
jasa surat 
menyurat 

x.xx.01.2.
08.01 

Penyediaan 
jasa surat 
menyurat 

tersedianya 
jasa surat 
menyurat 
selama satu 
tahun 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

12 Laporan                 
6,000,00

0  

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber 
Daya Air dan 
Listrik 

x.xx.01.2.
08.02 

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber 
Daya Air dan 
Listrik 

Tersedianya 
jasa 
komunikasi, 
listrik selama 
satu tahun 

Jumlah 
Laporan 
Penyedian 
JasaKomunika
si, Sumber 
Daya, Air dan 
Listrik yang 
Disediakan 

12 Laporan               
44,600,0

00  

Penyediaan 
jasa 
peralatan 
dan 
perlengkapa
n kantor 

x.xx.01.2.
08.03 

Penyediaan 
jasa 
peralatan 
dan 
perlengkapa
n kantor 

Tersedianya 
pemeliharaa
n rutin alat  
kantor  

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan               
10,000,0

00  

Penyediaan 
jasa 
pelayanan 
Umum 
kantor 

x.xx.01.2.
08.04 

Penyediaan 
jasa 
pelayanan 
Umum 
kantor 

Tersedianya 
Pelayanan 
alat  kantor  

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
Disediakan 

12 Laporan               
25,440,0

00  

13
. 

x.xx.0
1.2.09

.02 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

  
  

  
  

    
151,500,

000 

Penyediaan 
jasa 
pemeliharaa
n , biaya 
pemeliharaa
n , pajak 
pemeliharaa
n , pajak, 
dan 
perizinan 
kendaraan 
dinas 
operasional 
atau 
lapangan 

x.xx.01.2.
09.02 

Penyediaan 
jasa 
pemeliharaa
n, biaya 
pemeliharaa
n, pajak 
pemeliharaa
n, pajak, dan 
perizinan 
kendaraan 
dinas 
operasional 
atau 
lapangan 

Tersedianya 
jasa 
Perawatan 
kendaraan 
dinas roda 4 
(2 unit) dan 
roda 2 (5 
unit) selama 
satu tahun 

Jumlah 
Kendaran 
Perorangan 
Dinas atau 
kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

7 Unit            
121,500,

000  

Pemeliharaa
n / 
rehabilitasi 
sarana dan 
prasarana 
gedung 
kantor atau 
bangunan 

x.xx.01.2.
09.09 

Pemeliharaa
n / 
rehabilitasi 
sarana dan 
prasarana 
gedung 
kantor atau 
bangunan 

Tersedianya 
pemeliharaa
n rutin / 
berkala 
gedung 
kantor  

Jumlah 
Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara / 
Direhabilitasi 

1  Unit               
30,000,0

00  
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Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

      
Kota Prabumulih 

  

      
 

    

      
 

    

      
 Ahmad Daswan, S.Sos, M.M 

  

      
 Pembina TK.I  -  IV /b 

  

      
 NIP. 19680201 200604 1 008 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lainnya lainnya 

  
   
8,118,1
13,631  
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BAB V 

PENUTUP 

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kota Prabumulih 

Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdaasarkan Rencana Strategis 

KESBANGPOL Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 dalam menunjang tercapainya visi 

dan misi Kota Prabumulih serta target dan sasaran pembangunan yang 

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah 

Kota Prabumulih Tahun 2025. 

Rencana Kerja KESBANGPOL ini digunakan sebagai bahan dalam forum OPD 

dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber 

dari APBD Tahun 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 

2025.  

 

 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik  

  
 
 
 
 
 

Ahmad Daswan, S.Sos, M.M 

 Pembina Tk.I – IV/b 

 NIP. 19680201 200604 1 008 
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